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Abstrak 
9 Desember 2015 telah menjadi tonggak sejarah baru Pilkada serentak pertama di Indonesia. 
Meskipun rata-rata jumlah pemilih di masing-masing daerah sekitar 60%, namun umumnya 
hampir semua ilmuwan politik sepakat bahwa pemilihan umum 9 Desember secara umum telah 
membawa Indonesia ke tingkat baru dalam konsolidasi demokrasi. Namun jika kita meneliti 
prosesnya, ada fenomena politik yang menarik seperti di Surabaya, Pacitan dan Blitar yang 
berpotensi membahayakan proses demokrasi pemilihan lokal di daerah tersebut, yaitu 
fenomena calon tunggal. Fenomena calon tunggal tampaknya tidak diantisipasi oleh penyusun 
UU No. 8/2015. Dengan adanya perpanjangan pendaftaran, Pilkada di Blitar masih tetap 
dengan calon tunggal. Pasangan tersebut adalah Wakil Bupati incumbent, Rijanto dan 
Marhaenis, yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sementara itu, 
Kota Surabaya dan Kabupaten Pacitan akhirnya memiliki satu pasangan calon lagi untuk 
bersaing dalam PIlkada Serentak tahun 2015. Mengapa calon tunggal hanya terjadi dalam 
Pilkada Blitar? Apakah ini merupakan refleksi dari proses demokrasi atau hasil akhir dari 
transaksi politik yang dilakukan oleh kekuatan politik kartel? Jika jawabannya hanyalah 
transaksi politik kartel, sampai sejauh mana elite-elite politik menggunakan pengaruhnya 
dalam proses demokrasi elektoral di tingkat lokal? Penulis tidak menganalisis fenomena calon 
tunggal di Blitar dari perspektif pemilihan elektoral, namun menganalisis pengaruh politik 
kartel di tingkat provinsi terhadap keputusan partai politik. Dengan menggunakan metode 
kualitatif, penelitian ini dimulai dengan mewawancarai elit politik di tingkat Provinsi dan 
Kabupaten. Temuan kami menunjukkan bahwa pengaruh politik kartel dalam menyusun drama 
kontestasi politik di Jawa Timur benar-benar terjadi. Hal ini ditunjukkan oleh transaksi politik 
antara PDIP dan Partai Demokrat di Surabaya dan Pacitan. Kedua daerah tersebut bisa saling 
dipertukarkan, namun kondisi di Blitar tetap tidak jelas. Pada saat bersamaan, putusan 
Mahkamah Konstitusi terhadap calon tunggal memerintahkan KPU untuk melakukan proses 
pemilihan sesuai jadwal, dengan opsi pemilih memilih "setuju" atau "tidak setuju" terhadap 
kandidat calon tunggal tersebut. 
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I. Pendahuluan 
Indonesia sejak tahun 2005 telah melaksanakan pemilihan umum kepala daerah secara 
langsung. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang mengatur tentang 
pemilihan kepala daerah secara langsung, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2005, yang berimplikasi pada 
perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pedoman pelaksanaan pilkada 
langsung menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 yang dijadikan dasar hukum 
pelaksanaan Pilkada secara langsung.1 Masyarakat diberi keleluasaan untuk memilih calon 
pemimpin daerahnya secara langsung dalam pemilihan umum, seperti halnya seperti pemilihan 
umum Presiden dan Wakil Presiden.  
Untuk pertamakalinya dalam perjalanan sejarah Pilkada di Indonesia, Pilkada tahun 
2015 akan dilaksanakan secara serentak di beberapa daerah di Indonesia, baik itu pemilihan 
kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota maupun Gubernur dan 
Wakil Gubernur. Pilkada serentak tahun 2015 merupakan Pilkada serentak gelombang pertama 
yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015, kemudian Pilkada serentak gelombang kedua 
akan dilaksanakan pada Februari 2017, sedangkan untuk Pilkada serentak gelombang ketiga 
akan dilaksanakan tahun 2018 mendatang.  
Untuk Pilkada serentak tahun 2015 telah berlangsung pada tanggal 9 Desember 2015 
yang lalu. Pilkada serentak tahun 2015 diperuntukkan bagi kepala daerah yang memasuki akhir 
masa jabatan (AMJ) tahun 2015 dan semester pertama 2016. Terdapat 9 Provinsi, 34 Kota dan 
224 Kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak gelombang pertama tahun 2015. 
Pelaksanaan pilkada serentak gelombang pertama 9 Desember 2015 meskipun telah 
berlangsung dan dianggap cukup sukses, namun dalam pelaksanaannya bukan tanpa masalah. 
Polemik tentang calon tunggal dalam pilkada serentak tahun 2015 begitu kencang berhembus 
di masyarakat. Banyak pro kontra mengiringi syarat Pilkada yang harus diikuti oleh minimal 
dua pasangan calon. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Wali Kota mengharuskan adanya minimal dua calon dalam pilkada 
serentak tahun 2015. Hal tersebut tentu saja memberikan konsekuensi bahwa daerah dengan 
calon tunggal dalam pilkada serentak tahun 2015 harus rela menunggu hingga tahun 2017 atau 
dengan kata lain hingga pilkada serentak gelombang berikutnya untuk dapat melaksanakan 
pilkada di Kabupaten/Kota maupun Provinsi yang hanya memiliki calon tunggal. 
Di Jawa Timur sendiri, ada tiga daerah yang berpotensi memiliki calon tunggal  
Dalam Pilkada Serentak Tahun 2015. Ketiga daerah tersebut adalah Kabupaten Pacitan, 
Kabupaten Blitar, dan Kota Surabaya. Namun, pada masa perpanjangan satu pasangan calon 
lagi mendaftar ke KPU Kabupaten Pacitan, yaitu pasangan Bambang Susanto - Sri Retno 
Dewanthi yang diusung PDIP dan Partai Hanura, serta pasangan Rasiyo – Lucy Kurniasari 
yang diusung oleh PAN dan Partai Demokrat mendaftarkan diri ke KPU Kota Surabaya, 
sehingga praktis di Jawa Timur hanya Kabupaten Blitar yang memiliki calon tunggal dalam 
Pilkada Serentak Tahun 2015. 
Mahkamah Konstitusi (MK) pada akhirnya memecah kebuntuan dengan mengabulkan 
gugatan permohonan uji materi soal calon tunggal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. MK memperbolehkan calon tunggal 
tetap maju dalam PIlkada Serentak Tahun 2015, dengan pemilih diberi opsi untuk memilih 
‘setuju’ atau ‘tidak setuju’ pasangan calon kepala daerah tersebut untuk terpilih dan menduduki 
jabatan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. 
Rumusan masalah penelitian ini pada dasarnya bukan untuk membahas bagaimana 
proses pemilu dengan calon tunggal berlangsung di Kabupaten Blitar, namun lebih dari itu, 
penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan mengapa hanya Kabupaten 
Blitar yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2015 dengan calon tunggal. Penelitian ini 
juga ingin memberikan gambaran bagaimana peran elit politik di tingkat provinsi dalam 
memainkan perannya untuk membentuk sebuah kartel politik sehingga mampu untuk mengatur 
                                                          
1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005. 
siapa saja calon-calon kepala daerah yang akan maju atau tidak dalam Pilkada serentak tahun 
2015.  
 
II. Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan sebuah penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif 
yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta 
analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan 
logika ilmiah. Dimana peneliti melakukan penelitian untuk mencari jawaban atas fenomena 
politik yang terjadi di masyarakat. Dengan pendekatan kualitatif yang dipilih oleh peneliti, 
maka dalam pengumpulan data peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan yang 
telah dipilih sebelumnya oleh peneliti. 
Dalam penelitian kualitatif yang dipilih oleh peneliti, maka data utama dalam penelitian 
adalah melalui wawancara dengan informan-informan terkait. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan depth interview (wawancara mendalam). Peneliti berusaha untuk 
mengumpulkan data dan serta menjabarkan kondisi politik dan realita politik di tiga daerah, 
yaitu Kabupaten Blitar pada khususnya, dan juga Kabupaten Pacitan dan Kota Surabaya 
sebagai pintu masuk untuk menganalisis fenomena calon tunggal dalam Pilkada Serentak tahun 
2015 di Kabupaten Blitar. 
 
III. Pembahasan 
III.1 Munculnya Fenomena Calon Tunggal dan Implikasi Politiknya 
Banyak perdebatan terkait muncul terkait penyebab munculnya calon tunggal dalam 
pilkada serentak tahun 2015, terutama di Jawa Timur yang dimana dalam pilkada-pilkada 
sebelumnya terjadi pertarungan yang cukup sengit antar pasangan calon dalam pilkada di 
beberapa daerah. Persepsi yang berkembang di masyarakat antara lain yang pertama adalah 
persepsi bahwa partai-partai politik dianggap tidak mampu untuk melahirkan pemimpin-
pemimpin baru yang dapat bersaing dalam konstestasi politik lokal untuk memperebutkan 
kekuasaan di daerah. Kemudian persepsi kedua yang muncul di kalangan masyarakat yaitu, 
UU Pilkada yang mengharuskan adanya minimal dua calon dalam pilkada dijadikan sebagai 
senjata bagi partai politik yang berseberangan dengan calon yang diajukan oleh partai politik 
rivalnya. UU Pilkada dijadikan senjata untuk menjegal calon kepala daerah tertentu yang 
dianggap kuat dan berpotensi untuk memenangkan pilkada di daerah tersebut. Persepsi tentang 
pragmatisme politik yang ditunjukkan oleh partai-partai politik yang enggan mendaftarkan 
pasangan calon kepala daerah disinyalir sebagai strategi politik untuk menunda pilkada di suatu 
daerah tertentu hingga Pilkada Serentak tahun 2017. Asumsi yang muncul, dengan ditundanya 
pelaksanaan pilkada hingga 2017, partai-partai politik yang berseberangan dengan calon kepala 
daerah yang dianggap terlalu kuat tersebut memiliki kesempatan dan berpeluang untuk 
mempersiapkan diri agar lebih siap dan mampu bersaing dalam pilkada tahun 2017.  
Di Surabaya, hingga akhir masa perpanjangan tahap pertama peserta pilkada serentak 
tahun 2015 di Kota Surabaya, tidak ada satupun calon Walikota dan calon Wakil Walikota 
Surabaya yang mendaftar ke KPU Kota Surabaya untuk menantang calon Walikota petahana. 
yang diusung PDIP Tri Rismaharini - Wisnu Sakti Buana. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten 
Pacitan, dimana Bupati petahana Indartato kembali maju dalam pertarungan pilkada serentak 
Kabupaten Pacitan tahun 2015. Indartato yang berpasangan dengan Yudi Sumbogo dicalonkan 
oleh Partai Demokrat Pacitan untuk dapat maju dalam pilkada serentak tahun 2015. Namun, 
hingga akhir perpanjangan masa pendaftaran calon kepala daerah tahap pertama ditutup oleh 
KPU Kabupaten Pacitan, tidak ada satupun calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan yang 
mendaftar utuk menantang pasangan calon tersebut. 
Senada dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Pacitan, di Kabupaten Blitar juga terjadi 
hal serupa, dimana hingga akhir masa perpanjangan pendaftaran calon kepala daerah di 
Kabupaten Blitar hanya ada satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar 
yang mendaftar ke KPU Kabupaten Blitar. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 
Blitar tersebut adalah pasangan Rijanto – Marhaenis yang mendaftar sebagai calon Bupati dan 
Wakil Bupati Kabupaten Blitar diusung oleh PDIP dalam pilkada serentak Kabupaten Blitar 
tahun 2015. 
Jika diperhatikan dengan seksama, ada pola yang sama diantara ketiga daerah di Jawa 
Timur tersebut sehingga memunculkan calon tunggal dalam pilkada serentak tahun 2015. 
Persamaan pertama diantara ketiga daerah tersebut adalah calon kepala daerah yang telah 
mendaftar sebelumnya ke KPU masing-masing daerah merupakan calon kuat yang diprediksi 
dapat dengan mudah memenangkan kontestasi pilkada di daerahnya masing-masing. Ketiga 
calon kepala daerah di tiga daerah tersebut juga merupakan petahana di masing-masing 
daerahnya, sebut saja Tri Rismaharini yang diusung oleh PDIP merupakan Walikota petahana 
di Surabaya, kemudian di Pacitan, Indartato calon Bupati yang diusung oleh Partai Demokrat 
merupakan Bupati petahana, dan untuk di Blitar, Rijanto calon Bupati yang diusung oleh PDIP 
merupakan Wakil Bupati petahana di Kabupaten Blitar. 
Persamaan kedua dari ketiga daerah tersebut adalah, partai pengusung masing-masing 
pasangan calon merupakan partai politik yang meraih suara terbanyak dalam pemilu legislatif 
anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memperoleh kursi terbanyak di DPRD masing-masing 
Kabupaten/Kota. Untuk di Kota Surabaya, PDIP sebagai partai politik pengusung pasangan 
calon Tri Rismaharini – Wishnu Sakti Buana adalah partai politik pemenang pemilu legislatif 
anggota DPRD Kota Surabaya tahun 2014. PDIP pada pemilu legislatif anggota DPRD Kota 
Surabaya tahun 2014 memperoleh suara 346.320 suara dan berhak atas 15 kursi di DPRD Kota 
Surabaya.2 Sedangkan di Kabupaten Pacitan, Partai Demokrat sebagai partai pengusung 
pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Indartato – Yudi Sambogo, merupakan partai 
pemenang pemilu legislatif anggota DPRD Kabupaten Pacitan tahun 2014. Partai Demokrat 
yang memang menjadikan Kabupaten Pacitan sebagai lumbung suaranya berhasil memperoleh 
suara sah pada pemilu legislatif anggota DPRD Kabupaten Pacitan tahun 2014 dan berhak atas 
14 kursi DPRD Kabupaten Pacitan. Untuk Kabupaten Blitar sendiri, pasangan Rijanto – 
Marhaenis diusung oleh PDIP, dimana PDIP sendiri di Kabupaten Blitar menjadi partai 
pemenang dalam  pemilu legislatif anggota DPRD Kabupaten Blitar tahun 2014. PDIP di 
Kabupaten Blitar memperoleh kursi sebanyak 13 kursi di DPRD Kabupaten Blitar.3 
 
III.2 Kandidat ‘Boneka’ dan Aroma Barter Politik 
KPU sebagai penyelenggara pemilu berupaya untuk mendorong agar ada pasangan 
calon kepala daerah lain yang mendaftar ke KPU daerah masing-masing bagi daerah yang 
masih memiliki calon tunggal menjelang pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015. Upaya dari 
KPU untuk mendorong ada calon lain yang mendaftar bagi daerah dengan calon tunggal adalah 
dengan memperpanjang masa pendaftaran calon kepala daerah sesuai dengan UU Pilkada 
maupun atas rekomendasi dari Bawaslu. Dalam masa perpanjangan pendaftaran calon kepala 
daerah tahap kedua yang merupakan rekomendasi dari Bawaslu, akhirnya satu lagi calon 
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pacitan mendaftar ke KPU Pacitan. KPU Pacitan 
menerima pendaftaran pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati, Bambang Susanto dan 
                                                          
2 Pemilu 2014, Surabaya Dalam Angka. Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya. 
3 12 Mei 2014 KPU Kab Blitar Gelar Pleno Penetapan Kursi Legislatif. http://ppid.blitarkab.go.id/12-mei-2014-
kpu-kab-blitar-gelar-pleno-penetapan-kursi-legislatif/.html, diakses 2 September 2016. 
Sri Retno Dewanthi, pada masa perpanjangan pendaftaran tahap kedua di hari kedua, Senin 
sore, 10 Agustus 2015. Pasangan ini diusung oleh koalisi PDIP dan Partai Hanura.4 
Perpanjangan pendaftaran calon kepala daerah pada pilkada serentak tahun 2015 mulai 
tangga 8 – 10 September 2015 memunculkan satu pasangan calon lagi di Kota Surabaya, 
dimana akhirnya pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya yang diusung oleh 
PAN dan Partai Demokrat yaitu pasangan Rasiyo – Lucy Kurniasari mendaftar ke KPU Kota 
Surabaya dan dinyatakan sah sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya 
dalam pilkada serentak tahun 2015. Dengan demikian, praktis di Jawa Timur hanya Kabupaten 
Blitar yang hingga akhir masa perpanjangan pendaftaran calon kepala daerah hanya memiliki 
calon tunggal. 
Munculnya pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Pacitan Bambang Susanto 
- Sri Retno Dewanthi diusung oleh koalisi PDIP dan Partai Hanura, serta pasangan Walikota 
dan Wakil Walikota Surabaya Rasiyo – Lucy Kurniasari yang diusung oleh PAN dan Partai 
Demokrat pada masa perpanjangan pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 
disinyalir hanya merupakan pasangan ‘boneka’ yang sengaja dimunculkan untuk menghindari 
adanya calon tunggal dan tertundanya Pilkada di Kabupaten Pacitan dan Kota Surabaya 
Sebelum Kota Surabaya akhirnya memiliki pasangan calon Walikota dan Wakil 
Walikota penantang pasangan calon petahana, yakni pasangan calon Rasiyo – Lucy yang 
diusung oleh PAN dan Partai Demokrat sebelumnya sempat terjadi kehebohan di Kota 
Surabaya. Kehebohan tersebut terkait dengan pasangan calon yang telah datang ke KPU 
Surabaya untuk mendaftar sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya 
dalam pilkada serentak Kota Surabaya tahun 2015, yaitu pasangan Dimas Abror sebagai calon 
Walikota dan Haries sebagai calon Wakil Walikota yang diusung oleh PAN dan Partai 
Demokrat gagal untuk ditetapkan oleh KPU Kota Surabaya sebagai pasangan calon Walikota 
dan Wakil Walikota Surabaya dalam Pilkada Serentak Kota Surabaya Tahun 2015. 
Menjelang akhir masa perpanjangan, 3 Agustus 2015, pasangan tersebut memang 
berada di kantor KPU Kota Surabaya untuk proses pendaftaran pasangan calon Walikota dan 
Wakil Walikota Surabaya, namun tiba-tiba Haries, calon Wakil Walikota Surabaya meminta 
ijin untuk ke kamar mandi dan setelahnya yang bersangkutan tidak kembali lagi ke kantor KPU 
Kota Surabaya, padahal berkas pencalonan belum ditandatangani oleh pasangan tersebut. Tak 
ayal hal tersebut sempat menimbulkan kegaduhan di kantor KPU Kota Surabaya, karena hingga 
tengah malam Haries yang ditunggu-tunggu tak juga kembali, hingga pada akhirnya KPU Kota 
Surabaya memutuskan pasangan tersebut tidak memenuhi syarat pendaftaran calon kepala 
daerah karena calon Wakil Walikota tidak ada di tempat untuk melakukan proses 
penandatanganan berkas pendaftaran. 
Dari narasumber yang kami gali informasinya, diketahui bahwa Haries meninggalkan 
KPU Kota Surabaya karena ada permintaan dari salah satu petinggi partai politik yang 
mengusung pasangan Dimas Abror – Haries di tingkat provinsi, yang menginginkan agar 
pasangan tersebut gagal mendaftar sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota 
Surabaya. Alasan dibalik permintaan tersebut adalah diketahui bahwa kesepakatan antara 
beberapa partai politik terkait calon yang akan maju dan menantang petahana di Pilkada 
Kabupaten Pacitan dan Kota Surabaya belum terjalin. Haries akhirnya meninggalkan KPU 
Kota Surabaya menurut narasumber kami karena PDIP dan partai koalisinya belum 
mendaftarkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pacitan sebagai 
kesepakatan bahwa koalisi Partai Demokrat dan partai lainnya akan mendaftarkan pasangan 
calon Walikota dan Walikota Surabaya. 
                                                          
4 https://m.tempo.co/read/news/2015/08/10/078690676/. Koalisi PDIP Hanura Pacitan Akhirnya Daftarkan 
Calon Bupati. Diakses 1 September 2016. 
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pacitan diusung oleh koalisi PDIP dan 
Partai Hanura, yakni pasangan Bambang Susanto dan Sri Retno Dewanthi Senin sore, 10 
Agustus 2015 akhirnya mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Pacitan dan sah ditetapkan oleh 
KPU Kabupaten Pacitan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan. Kemudian 
pada pererpanjangan pendaftaran calon kepala daerah pada pilkada serentak tahun 2015 yang 
dimulai tanggal 8 – 10 September 2015 pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya 
yang diusung oleh PAN dan Partai Demokrat yaitu pasangan Rasiyo – Lucy Kurniasari 
mendaftar ke KPU Kota Surabaya dan dinyatakan sah sebagai pasangan calon Walikota dan 
Wakil Walikota Surabaya yang merupakan bagian dari kesepakatan politik terkait pilkada di 
Kabupaten Pacitan dan Kota Surabaya yang dari awal diprediksi akan menghasilkan calon 
tunggal dan terancam ditunda pelaksanaannya hingga tahun 2017 mendatang. 
Barter politik yang dilakukan oleh elit-elit politik di tingkat provinsi tersebut 
menunjukkan bahwa peran elit politik di tingkat provinsi sangat besar dalam penentuan 
pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak Tahun 2015. Elit-elit politik tersebut 
membentuk sebuah ‘koalisi’ antar elite dalam sebuah forum komunikasi antar partai politik 
yang digawangi oleh tiga partai politik besar di Jawa Timur. Forum komunikasi antar partai 
tersebut jika dilihat dari bentuk dan sifatnya, kita dapat melihat bahwa forum komunikasi antar 
partai politik tersebut dapat dikategorikan sebuah bentuk kartel politik.  
Dalam istilah ekonomi kartel berarti koordinasi untuk meminimalkan persaingan, 
mengontrol harga, dan memaksimalkan keuntungan diantara para anggota kartel. Konsep ini 
dikembangkan pada awalnya oleh Richard S. Katz dan Peter Mair untuk menganalisis 
perkembangan baru dalam sistem kepartaian.5 Di Indonesia sendiri, Dodi Ambardi dalam 
bukunya Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era 
Reformasi, mengatakan bahwa politik kartel muncul pascareformasi 1998. Tergulingnya rezim 
Orde Baru tak membuat sistem kepartaian di Indonesia semakin kompetitif memperjuangkan 
ideologi masing-masing. Oposisi dalam sistem pemerintahan semakin memudar seiring 
banyaknya parpol yang lebih memilih berkoalisi. Parpol hanya bersaing pada saat pemilu dan 
kompetisi itu menghilang begitu presiden menyusun kabinet. Dodi Ambardi berpendapat 
bahwa sejak era reformasi partai-partai di Indonesia telah membentuk sistem kepartaian yang 
mirip kartel. Ia juga menunjukkan bukti-bukti yang menguatkan ciri kartel dalam sistem 
kepartaian di Indonesia, yakni (1) hilangnya peran ideologi partai sebagai sebagai faktor 
penentu perilaku koalisi partai; (2) sikap permisif dalam pembentukan koalisi; (3) tiadanya 
oposisi; (4) hasil-hasil Pemilu hampir-hampir tidak berpengaruh dalam menentukan perilaku 
partai politik; dan (5) kuatnya kecenderungan partai untuk bertindak secara kolektif sebagai 
satu kelompok. Kelima ini, khususnya yang kelima, berlawanan dengan sifat umum sistem 
kepartaian yang kompetitif. 
Dodi Ambardi juga menjelaskan bahwa kartel ini dilakukan oleh partai politik demi 
menjaga keberlangsungan hidup mereka sebagai kepentingannya. Kelangsungan hidup partai-
partai politik ini ditentukan oleh kepentingan bersama untuk menjaga berbagai sumber 
keuangan yang ada, terutama yang berasal dari pemerintah. Sumber keuangan partai yang 
dimaksud oleh Ambardi ini bukanlah uang pemerintah yang resmi dialokasikan untuk partai 
politik, melainkan uang pemerintah yang didapatkan oleh partai melalui perburuan rente.  
III.3  Kartel Politik dan ‘Pembunuhan’ Demokrasi di Tingkat Lokal 
Kabupaten Blitar akhirnya menjadi satu-satunya daerah di Jawa Timur yang hingga 
akhir masa perpanjangan pendaftaran calon kepala daerah tidak ada satupun pasangan calon 
yang mendaftar ke KPU Kabupaten Blitar untuk menantang pasangan calon incumbent yang 
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diusung oleh PDIP. Sebelumnya, sembilan partai politik di Kabupaten Blitar melakukan koalisi 
dan mendeklarasikan diri dengan nama ‘Deklarasi Rakyat Blitar Berjuang’ untuk menghadapi 
pemilihan kepala daerah serentak yang berlangsung pada Desember 2015. Sembilan partai itu 
adalah PKB, PAN, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PKS, Partai Nasdem, PPP 
serta Partai Hanura. Namun, hingga pendaftaran dan perpanjangan masa pendaftaran calon 
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar ditutup oleh KPU Kabupaten Blitar, koalisi tersebut 
urung mendaftarkan pasangan calon yang akan mereka usung untuk melawan pasangan calon 
Rijanto – Marhaenis dalam pilkada serentak Kabupaten Blitar tahun 2015. 
Menurut narasumber kami, Wasis Kunto Atmojo yang juga merupakan anggota DPRD 
Kabupaten Blitar dari fraksi Partai Gerindra dan sekaligus ketu tim pemenangan pasangan 
bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Blitar, Hengky Kurniawan – Ferdian Resa Alfisa, beliau 
mengatakan bahwa sebenarnya di tingkat lokal telah terjadi kesepakatan antara partainya 
dengan PDIP Kabupaten Blitar untuk dapat memunculkan pasangan calon Bupati dan Wakil 
Bupati Blitar dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 dan menghindari adanya calon tunggal yang 
dapat berdampak pada ditundanya Pilkada di Kabupaten Blitar hingga tahun 2017. Kesepakata 
tersebut adalah bahwa Partai Gerindra dan Golkar akan mengusung pasangan calon Bupati dan 
Wakil Bupati Kabupaten Blitar dalam Pilkada Serentak Tahun 2015. 
Hal tersebut menurut beliau terlihat ketika beliau secara langsung mengantarkan 
pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 
yang diusung oleh koalisi Partai Gerindra dan Partai Golkar, dimana artis Hengky Kurniawan 
dipasangkan dengan Ferdian Reza Alfiza yang merupakan Bendahara Partai Gerindra 
Kabupaten Blitar. Pendaftaran dilakukan menjelang akhir masa perpanjangan pendaftaran 
calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar yakni 11 Agustus 2016. Hingga akhir masa 
pendaftaran rekomendasi dari masing-masing partai belum juga turun, dan Hengky Kurniawan 
yang dicalonkan sebagai Bupati Blitar juga urung hadir ke KPU Kabupaten Blitar, sehingga 
KPU Kabupaten Blitar akhirnya menyatangan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati 
Kabupaten Blitar, Hengky Kurniawan - Ferdian Reza Alfiza tidak memenuhi persyaratan dan 
gagal ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Blitar dalam Pilkada Serentak tahun 
2015. 
Hal tersebut sangat disayangkan oleh Wasis Kunto Atmojo, mengingat partainya dan 
Partai Golkar sudah berupaya untuk menghadirkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 
Kabupaten Blitar untuk menghindari adanya calon tunggal dan demi tegaknya kontestasi 
politik di Kabupaten Blitar. Menurut beliau, tidak turunnya surat rekomendasi dari Partai 
Gerindra dan Partai Golkar lebih disebabkan oleh peran elite-elite politik di Jawa Timur yang 
tidak menginginkan adanya calon lain di Kabupaten Blitar, mengingat memang kondisi politik 
lokal di Kabupaten Blitar yang kurang kondusif antara partai posisi dan partai oposisi. Hal 
serupa juga disampaikan oleh salah satu elite politik di Jawa Timur yang mengatakan bahwa 
untuk kasus calon tunggal di Kabupaten Blitar memang ada grand design untuk membiarkan 
Kabupaten Blitar tetap dengan calon tunggal dan menunda Pilkada hingga 2015 dengan alasan 
kondisi politik di Kabupaten Blitar cukup ‘liar’ sehingga langkah tersebut diambil untuk 
melakukan ‘penjinakan’ terhadap Kabupaten Blitar. 
Hal tersebut memperlihatkan bahwa peran dari elit-elit politik yang masih memiliki 
pengaruh yang sangat kuat dalam setiap keputusan politik di tingkat lokal, bahkan dalam 
penentuan calon kepala daerah sekalipun. Elite-elite partai politik yang membentuk sebuah 
kartel politik tersebut telah menyandera proses demokrasi yang terjadi di tingkat lokal, dimana 
partai politik dikebiri fungsinya sebagai sebuah institusi demokrasi. Menurut Meitzner, politik 
kartel muncul dari sebuah koalisi besar dari para elit politik. Sistem ini diciptakan untuk 
meminimalkan kerugian dari pihak yang kalah, entah dalam pemilihan umum atau dalam 
koalisi. Dalam kasus calon tunggal di Kabupaten Blitar, kita dapat melihat bahwa terjadi  
kesengajaan untuk memunculkan calon tunggal karena kondisi politik di Kabupaten Blitar yang 
tidak kondusif antara partai posisi dan partai oposisi. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan 
Meitzner yang melihat hal tersebut yang menyebabkan elite-elite politik menggunakan 
pengaruhnya dalam praktik politik kartel, dimana sesuai dangan tujuan, sistem ini diciptakan 
untuk meminimalkan kerugian dari pihak yang kalah dalam hal ini adalah partai-partai politik 
oposisi pemerintah di Kabupaten Blitar. 
IV. Kajian Teoritis 
Transisi menuju demokrasi telah melahirkan paradigma baru dalam hal pola pikir dan 
perilaku elite di Indonesia. Tidak seperti negara lain yang mengalami transisi demokrasi 
dimana persaingan antara elit sangat tinggi dan membawa instabilitas kondisi politik dan 
kemanan, di Indonesia kerjasama antar elit politik berlangsung dengan relatif damai. Hal 
tersebut membawa kita kepada bentuk kartel politik. Dalam istilah ekonomi kartel berarti 
koordinasi untuk meminimalkan persaingan, mengontrol harga, dan memaksimalkan 
keuntungan diantara paraanggota kartel. Konsep ini dikembangkan pada awalnya oleh Richard 
S. Katz dan Peter Mair untuk menganalisis perkembangan baru dalam sistem kepartaian.6 
Ide kartel ini memungkinkan kita untuk menekankan pada karakter stabilitas elit. 
Agaknya ini lebih tepat untuk menggambarkan karakter politik Indonesia baik di dalam sistem 
kepartaian, tingkah laku elit, maupun koalisi ditingkat parlemen. Dan ini juga sesuai dengan 
kecenderungan sentripetal dalam sistem kepartaian seperti yang digambarkan oleh Meitzner 
diatas. Selain itu, dengan menekankan stabilitas elit, kita bisa menganalisis sebuah sistem 
monopoli yang dilakukan oleh elite-elite politik untuk meminimalkan persaingan, mentoleransi 
korupsi dan kolusi, dan menjelaskan berbagai kegagalan fungsi institusi-institusi demokratis. 
Institusi ini bukan sekedar dibajak sebagaimana yang diklaim oleh teori oligarki atau 
terperangkap dalam jaringan para boss, melainkan sengaja dimatikan secara fungsional tetapi 
dengan tetap menghidupkan makna simboliknya, seperti yang terjadi di Kabupaten Blitar pada 
saat perpanjangan masa pendaftaraan calon Bupati dan Wakil Bupati. Partai politik d tingkat 
lokal, dalam hal ini adalah Partai Gerindra dan Partai Golkar secara simbolik memang 
merupakan partai politik yang secara sah dapat berpartisipasi dalam Pilkada dengan 
mencalonkan kader terbaiknya dalam bursa calon Bupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2015, 
namun secara fungsi sebagai sebuah lembaga demokrasi, kedua partai politik tersebut telah 
‘dibunuh’ fungsinya oleh kekuatan politik kartel dengan tidak menerbitkan surat rekomendasi 
bagi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Blitar dalam Pilkada Serentak tahun 2015 lalu. 
Politik kartel muncul dari sebuah koalisi besar dari para elit politik. Dapat kita lihat dalam 
kasus calon tunggal dalam Pilkada Serentak Kabupaten Blitar tahun 2015 lalu, elite-elite politik 
melalui ‘forum komunikasi antar parpol Jawa Timur’ membentuk sebuah kartel politik dan 
menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya untuk menyusun agenda-agenda politik tertentu di 
daerah-daerah di Jawa Timur, termasuk dalam proses pelaksanaan Pilkada. Sistem ini 
diciptakan untuk meminimalkan kerugian dari pihak yang kalah, entah dalam pemilihan umum 
atau dalam koalisi. Berbeda dengan sistem otoriterisme-birokratik yang memakai sistem 
‘penyingkiran’ (exclusionary) terutama dari elemen-elemen radikal dan populis dari rakyat. 
Politik kartel lebih mengutamakan mekanisme ‘perangkulan’ (incorporation) dari elit yang 
memiliki latar belakangideologis yang berbeda.  
Dalam sistem pasar, pihak yang paling dirugikan oleh kartel adalah konsumen karena 
mereka harus membeli dengan harga yang sudah dikoordinasikan oleh para pemain di pasar. 
Di dalam politik, pihak yang paling dirugikan adalah massa-rakyat. Sistem politik 
dikoordinasikan oleh para elit sedemikian rupa dengan meningkatkan saling pengertian 
(mutual understanding) di kalangan para elit. Kekuasaan menjadi tidak memiliki 
pertanggungjawaban (unaccountable). Secara prosedural, sistem ini bisa dikatakan demokratis 
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karena pemilihan umum dilakukan secara regular. Akan tetapi, kompetisi antar-partai akan 
berubah menjadi kolusi antar-elit begitu kotak pemilihan ditutup dan suara dihitung. 
Dalam kartel, batas antara mereka yang memerintah dan kalangan oposisi menjadi tidak 
jelas.7 Baik  pemerintah maupun mereka yang beroposisi lebih banyak menampilkan 
persetujuan ketimbang perbedaan. Dalam hal ini, ada proses saling pengertian (mutual 
understanding) antara oposisi dan pemerintah. Karena tidak adanya perbedaan antara 
pemerintah dan oposisi maka para elit menjadi tidak responsif terhadap rakyat. Salah satu 
mekanisme penting dari demokrasi adalah perbedaan antara mereka yang ada didalam dan 
diluar pemerintahan. Sebagaimana lazim diketahui, kekhawatiran untuk kalah dalam pemilihan 
umum adalah sebuah insentif bagi para politisi untuk lebih responsif terhadap rakyat yang 
memilihnya. 
Sistem kartel adalah sistem yang kolutif yang berakibat pada pengebirian kekuatan 
massa-rakyat. Kartel politik memang memberikan stabilisasi untuk para elit. Namun stabilitas 
iniharus dibayar dengan nilai representasi dari rakyat dalam proses demokrasi. Dengan 
demikian, jika untuk para elit berlaku sistem perangkulan (inclusion) maka untuk massa-rakyat 
bekerjamekanisme penyingkiran (exclusion). Penyingkiran ini dilakukan tidak dengan represi 
namundengan mematikan fungsi-fungsi dari institusi-institusi tetapi dengan tetap memelihara 
fungsi simboliknya. 
V. Kesimpulan 
Munculnya pasangan calon kepala daerah sebagai penantang petahana di Kabupaten 
Pacitan dan Kota Surabaya, serta keberadaan calon tunggal di Kabupaten Blitar dalam Pilkada 
Serentak Tahun 2015 tidak lepas dari peran elit-elit partai politik di tingkat Provinsi. Elit-elit 
politik di tingkat provinsi tersebut sebuah kartel politik dalam sebuah forum komunikasi antar 
partai politik di Jawa Timur yang mampu mempengaruhi keputusan politik di daerah 
(Kabupaten/Kota). Praktik politik kartel tersebut setidaknya dapat dilihat dari munculnya 
pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan, serta pasangan calon Walikota dan Wakil 
Walikota Surabaya di masa perpanjangan pendaftaran calon kepala daerah dalam Pilkada 
Serentak Tahun 2015, yang merupakan hasil kesepakatan antar elite politik atau merupakan 
sebuah barter politik antara Kota Surabaya dan Kabupaten Pacitan dalam Pilkada Serentak 
tahun 2015. 
Keberadaan calon tunggal dalam  Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Blitar 
juga tidak lepas dari pengaruh praktik politik kartel yang dimainkan oleh elite-elite politik yang 
menggunakan kekuasaannya untuk dengan sengaja tidak memberikan surat rekomendasi 
terkait pencalonan Hengky Kurniawan - Ferdian Reza Alfiza untuk maju sebagai calon Bupati 
dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar. Dengan tidak dikeluarkannya surat rekomendasi oleh 
partai politik pengusung keduanya yakni Partai Gerindra dan Partai Golkar, maka pada 
akhirnya pasangan calon tersebut dinyatakan tidak memnuhi syarat oleh KPU Kabupaten 
Blitar. Hal tersebut tentu saja berimbas pada munculnya calon tunggal di Kabupaten Blitar 
yang dimana menjadi satu-satunya daerah di Jawa Timur yang melaksanakan Pilkada Serentak 
tahun 2015 dengan calon tunggal. 
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